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SALINAN 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR   6   TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a.  bahwa dengan diterbitkannya Interpretasi Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi 

Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, 

guna meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam 

pelaksanaan kebijakan akuntasi, maka Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan  

Atas  Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau dan diubah untuk 

kedua kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 
  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 



2 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 5); 
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13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 

40); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI  

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 32), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut: 

1. BAB I KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

huruf D. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN  

angka 10. Kebijakan Akuntansikoreksi Kesalahan, 

Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan 

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 

huruf b. Definisi 

angka 6) seluruh narasi 

dihapus 
 

2. BAB I KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

huruf D. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN  

angka 10. Kebijakan Akuntansikoreksi Kesalahan, 

Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan 

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 
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huruf d. Perubahan Kebijakan 

Akuntansi 

angka 7) seluruh narasi di 

hapus 

3. BAB II SISTEM AKUNTANSI 

huruf D. SISTEM AKUNTANSI ENTITAS AKUNTANSI DAN 

ENTITAS PELAPORAN 

angka 1. Sistem Akuntasi Penyajian Kembali ( 

Restatmen) Neraca 

huruf a. Definisi 

huruf b. Tahapan penyajian Kembali 

huruf c. Jurnal Standar Penyajian 

Kembali Neraca 

seluruh narasi dihapus 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 1 Maret 2016 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
ttd 

AMAT ANTONO 
 

 

Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 1 Maret 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
 

ttd 
 

MUKAROMAH SYAKOER 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 6 
 

Salinan sesuai aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 

 

 

ENDANG MURDININGRUM, SH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19631005 199208 2 001 


